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PERATURAN DABMAN AADUEAAL S soemmmeee ——
NOMOR s 9 TAHUN 1981
TEATANG
OREDIUMTRAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KE-
LURANANY DALAM KABUPATEN UAZRAK TINGKAT II BANYUMAS,
DENGAY RAKEMAT TUHAN YANG MAHA RSA
BUPATE KEPALA DAERAN TINGEAT IX PANYUMAS

+ 8. Bahwe sebegei peleksansan Undsnge-vuding Nomor 5 tehum
1979 tenteng Pemerintahan Desa perlu scgers ddatur o
pembentuikan Dusun dalam Mese Lingkungan delam Kelural
an ;

be Balwa ketentuan Pembentukan Dusun drlum @ose dan Ling
kungen dalem Kelurehan tawsebut periu dituengkan da «
law Peraturen dJasvalie

t 1o Undongeundang Wowow 5 tanun 1974 tentang Pokokepokok
Pemeriantahea 4i Juerab.

2, ndengeunisng Nomor 13 Tahun 1050 tenteng Pembentukan
Dacrah-iaerak Rabupaten dalsm Lingkungan Propingl Jae
wa Teugoh,

3¢ Undang-undang Nemor 5 Tahun 1379 Sentanz Pemerintahan
Hesae

4e Faraturan ¥entsyd Delam Negeri Homor 5 tahun 1981 tep
teng Penbentukan Jusun dalan J2ae dan Ldwgiumgan dalam
Keluvalane

Dengan Persetujuan Jewan Perwakilen Bolyed Daorah Kebupaten Deserah Tingkat IX

Sanyvims «

ileneiapkan

HBEUSUSEKEAN
+ PERATURAN DABRAN XABUPAYGR DARUAN TINGHAT II WANYUNAS TEN-
PANG PEMBENIUEAN OUSUN DALAM DESA OAY LINGIUNCAN WLAM KB-
AUKAHAN DATANM EARUPATEN DABRAN TINGKAT IX 24NTTHAS.

BAD b 4
KSPBFTUAN UMM
Passl 1%

Dalam Persiuran Daevek imi yurg dimeksnd dengan s

&, Qubepnur Xepala Daevah adalah Gubernur Kepeie Deereh
Tingkat I Jasa Tengah j

be Kepala ieersh adelah Bypati Kepals Jacrah Pingiet IX
Banyunes §

0, Camaé adales Camat Kepals iilsyah yang mewilayahi De-
se stau Kelurahan yang bersangkutsan j

4, Desa dalah suatu Wilayah yang ditempati oleh msejumlah
penluduk sebaged kesatusnemasyarakst termasuk di da -
lamnya kesatuan masyarekat hukum yasg wewpunyal owgani
sasi pemerintahan terendah-landung dibavah Camat dan berh
hak menyelenggarakan rumah tangganys sendisl dalam Kabupaten
Dasreh Tingkat II Banyumas

e, Kelurahall ssecsevsccscee
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e, Kelurahan sdaleh suatu wilayeh yang ditempati oleh sejumlal pendy
duk yang meumpunyel orzenisasi Pomerintahan terendah langsung dibe
wah Cemat yang tidak berhak memyelenggerakan rumah tengganys sene
diri 3

£, Dusun adaleb bagisn wilayah dalam Desa yeng merupekan lingkungan
kerja pelaksanaan pemerintahan Desa

g« Lyngkungan adalah bagdAn wilayah dalam Kelurahan yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan 3§

h, Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga peramusyawaratan/permufaka-
tan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun. Pimpine
an Lembage-Lembaga Kemagyarakatan dan PemukaePemike Hasyarakat di
desa yang bersungkuien, yeng sembentukamnya sesual dengen koten =

tuan pasal 17 Undamg-Uhdang Fomor 5 Tahun 1979%.

BAB I
PBEMDERTULKARN

Bagian Pertams
Pujuan dan Tata Care Pembentukan

Pagel 2
mmmmmmummmmmonmw
adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan -
gecara berdsya guna dan rerhasil guna serta pelayanan {erhadap mAe
syarakat sesual dongzan tingkat perkembangan dan ¥emajuan pembangu=
nan,

Pasal 3

(1) Dusun atau Lyngkungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah -
atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan getelah mendapatkan
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah,

(2) Vsl Kopala Desa atau Hepale Keluvahen sebegaimana dimakeud da «
lam ayat (1) mem Kepale Duereh melalui
Camat setolanr diuintekan pertiubangsn dari Pimpinan Lembego Mu -
mmhnouutntunght Desa dan Perangkat Kelurahan untuk
tingkat Kelurahans

Baghan Kedua

Syaratesyarat Pembdentukan

(1) Dalam pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syhe
rat-syarat faktor jumlah penduduk, luas M_,,‘“‘k' prasarana

(2) mw secssstee
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(2) mt-m atau faktor yang perlu diperhatiken dalam pembentukan
Dusun sebagaimena dimakeud pasal 4 ayat (1) Peraturvan Menteri Da-

lam Negeri adalah 3

ae Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya Dusun sg
dikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.

bs Paktor lues wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara -~
berdagya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyg
rakat.

o, Paktor letak, yaitu Jaddyhk yang memiliki jaringsn perhubungan
atau komunikasi antar Dusun-dusun yang memungkinkan terpenuhinya
faktor luas wilayah tersebut huruf b,

(3) Syarateayarat atau faktor yang perlu diperhatikan dalam terbentuknya
Lingkungan sebagaimana dimaksud passl 4 ayat (1) Peratuvan Menteri -
Dalam Negeri adalsh 3
a, Paktor Penduduk, yaitu jJumlah penduduk bagi terbentuknya Lingkung-

an sedikitedikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.
be Paktor luas wilaysh, yaitu luas wilayah yeng terjsngkau secara dep
daya guna dalam rangksa pemberian pelayanan den pembinaan masyarakat,
. Paktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jJaringan perhubungan atau
komunikasi anter lingkungen yang letaknya memungkinkan terbentuknya
faktor luas wilayah tersebut huruf b,

BAB IIX
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 5

1., Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan tehnis
pemerintahan dan pelayanen terhsdap mesyarakat dimungkinkan untuk
diadakan perubahan atau pelurusen batas Dusun atau Lingkungan,

2+ Perubshan atau pelurusan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bu-
pati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan
setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daereh Tingkat I,

3. Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat
(2) ddsampaikan kepada Bupati Kepala Daerah ®ingkat II melalui Cae-
mate

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7
Bagian wilayah Desa yang ada sebelum berlakunya Undang-undang No-
mor 5 Tahun 1579 yang disebut dengan nama asli misalnya s Grumbul
atau Wilayahewilayah lain yang sejenis, dapet dibentuk menyadi 4u
sun atau Lingkungan, :
Pasal 8

(1) Peraturen Daerah ini disebut " PERATURAN DABRAH KABUPATEN BA -
nmz!muommnlmmmmmmmu-
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(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
yang bersifat pelaksansan diatur lebih lanjut dengan Ke -

putusan Kepala Daerah.
(3) Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak diundangkan,

Agar semua orang mengetahui Peraturan Deerah ini memerintahkan
pengundangannya dengan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 25 Juli 1981
DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH GPAPI KEPALA DAERAH TINGKA? II BANYUMAS
KABUPATEN DAERAH PINGKA? II




